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ABSTRACK 

Analysis of Service User Satisfaction Levels of Personnel Division Departement 

of Education and Culture Central Java Province for the April- July 2021 

period. Personal Section is one of the goverment agencies that provides service to 

all teachers of senior high school, vocational high school, extraordinary school and 

education staff with civil servant status and employees who are in the Department 

of Education and Culture Central Java Province. This study aims to measure 

satisfaction of service users with service especially in Personal Section. Data 

collection techniques using observation, documentation, and distributing 

questionnaires. The sample of the questionnaire was taken by accidental sampling 

as many as 60 respondents. 

The results of this study indivate the overall service quality in personel section can 

be categorized as very good with public satisfaction index of 87,012 in the interval 

value 84,01-100. Results obtained from 8 statement elements received a very good 

category, but there are 3 elements of 8 elements that need attention that is Service 

information system, Completion time and Consultation and complaints. 

Keyword : public service, service satisfaction
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ABSTRAK 

Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Bagian Kepegawaian Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Periode April-Juli 2021. 

Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada 

seluruh tenaga guru SMA, SMK, SLB dan kependidikan yang berstatus PNS di 

Provinsi Jawa Tengah dan pegawai yang berada di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan khususnya di Bagian Kepegawaian. 

Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, dan penyebaran 

kuesioner. Sampel kuesioner diambil dengan cara accidental sampling sebanyak 60 

responden. 

Hasil penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan kualitas pelayanan 

Bagian Kepegawaian dapat dikategorikan Sangat Baik dengan indeks kepuasan 

masyarakat sebesar 87,012 dalam nilai interval 84,01-100. Dari 8 unsur pernyataan 

didapatkan hasil selurur pernyataan mendapatkan kategori penilaian sangat baik, 

namun terdapat 3 pernyataan dalam 8 pernyataan yang perlu mendapatkan perhatian 

yaitu sistem infromasi pelayanan, waktu penyelesaian, dan konsultasi dan 

pengaduan. 

Kata kunci : Pelayanan publik, Kepuasan pelayanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kedudukan instansi pemerintahan menjadi ujung tombak jalannya pemerintahan yang 

bertugas memberikan layanan kepada masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab untuk 

memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan harapan masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat menuntut pemerintah untuk selalu 

mengadakan perbaikan agar pelayanan dapat terselenggara dengan baik. Menanggapi hal 

tersebut pemerintah telah mengadakan perbaikan-perbaikan bidang pelayanan yang terkenal 

dengan reformasi birokrasi untuk merubah pelayanan yang selama ini dirasa belum memuaskan 

masyarakat menjadi pelayanan yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan harapan 

masyarakat. Hal yang utama untuk dilakukan adalah mengubah mindset pelayanan yang selama 

ini ada yaitu “aparat pemerintah minta untuk dilayani” menjadi “aparat pemerintah yang 

melayani”. 

 Kunci keberhasilan dalam pelayanan adalah mengubah pola pikir tentang perilaku 

pejabat publik yaitu mengubah sifat penguasa menjadi pelayanan masyarakat, mengubah 

wewenang menjadi peranan, dan mengetahui bahwa jabatan pelayanan publik harus memiliki 

sifat amanah dengan setiap perbuatannya karena harus dipertanggungjawabkan baik itu di dunia 

maupun akhirat (Hermawan, 2020).  Dengan demikian harus tertanam dalam bahwa setiap 

pegawai yang melayani masyarakat harus menyadari bahwa tugas utamanya adalah 

“melayani” bukan“ingin dilayani”. 

 Harapan masyarakat yang tinggi kepada pegawai pemerintahan agar memberikan 

pelayanan publik secara profesional, berkualitas dan terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan 
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Nepotisme. Ada 3 pilar yang harus diperhatikan untuk menjadikan pelayanan yang baik dan 

berkualitas adalah sumber daya manusia yang baik, organisasi yang baik, dan proses bisnis yang 

dilaksanakan secara baik dan disiplin (Supriati et al., 2019). Diikuti dengan perbaikan terutama 

yang berkaitan dengan kompetensi manusia yang berperan sebagai melayani pengguna layanan, 

membuat prosedur dan mekanisme yang jelas, mengadakan infrastruktur maupun faktor 

pendukung lainnya. Dengan dilakukan perbaikan ini diharapkan bisa menghilangkan kesan 

pelayanan yang merepotkan, lambat, petugas yang tidak ramah, menjadi pertugas yang murah 

senyum, ramah, cepat dan mampu menyelesaikan layanan yang diminta oleh pengguna layanan. 

 Untuk menjawab harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi di semua lini pelayanan pemerintahan agar dapat 

lebih optimal dalam melayani kepentingan umum, sehingga masyarakat merasa terlayani sesuai 

kepentingannya baik itu masyarakat umum atau pelayanan khusus. Pelayanan khusus disini 

ditujukan untuk para stakeholder yang terkait dengan pendidikan. Reformasi birokrasi ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah yang cepat, tepat, 

mudah, dan berkualitas kepada stakeholders. 

 Dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik atau  prima, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik meminta untuk seluruh instansi 

pemerintah wajib melakukan evaluasi setiap tahun dengan menggunakan Indeks Kepuasan 

Masyarakat. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap pelayanan 

yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pengguna 

pelayanan dan hasilnya menjadi acuan perbaikan atau penyempurnaan pelayanan publik yang 

berlaku sesuai dengan peraturan undang-undang pelayanan publik yang  berlaku. 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

menyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik”.  

 Salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik di bidang 

administrasi adalah DISDIKBUD Prov. Jateng yang membawahi tingkat pendidikan 

SMA/SMK/SLB dan melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah daerah berpedoman pada 

asas otonomi dan membantu tugas bidang pendidikan dan kebudayaan. Salah satu penyelenggara 

layanan administrasi   adalah Subbag Umpeg mempunyai tugas dalam mempersiapkan, 

melaksanakan, dan merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, dan menjadi koordinator dalam 

menyelesaikan tugasnya, sebagai pelayanan administrasi serta melaksanakan tugas pada bagian 

umum dan kepegawaian. 

 Penulis melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di 

tugaskan di Bagian Kepegawaian selama bulan April-Juli (3 bulan). Selama magang tersebut 

penulis tertarik untuk mengevaluasi layanan yang diberikan dari penyelenggara pelayanan 

publik Bagian Kepegawain kepada pengguna layanan dengan melakukan observasi dan survei 

kepuasan layanan menggunakan indeks kepuasan masyarakat agar diperoleh penilaian kepuasan 

dan saran-saran dari pengguna layanan untuk perbaikan layanan di masa mendatang. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan menyusun laporan penelitan dengan 

judul “ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN BAGIAN 

KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA 

TENGAH PERIODE APRIL-JULI 2021”. 
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1.2 Tujuan 

1. Tujuan untuk DISDIKBUD Provinsi Jawa Tengah bagian Kepegawaian 

(Tujuan Khusus), diantaranya : 

a. Sebagai bahan penilaian atau tolak ukur kepuasan pengguna layanan. 

b. Sebagai pedoman dalam menetapkan strategi untuk meningkatkan 

kepuasan pengguna pelayanan publik. 

c. Mengetahui langkah apa saja yang perlu dilakukan DISDIKBUD 

Provinsi Jawa Tengah Bagian Kepegawaian dalam meningkatkan 

kepuasan pengguna pelayanan publik. 

d. Untuk mengetahui unsur pelayanan di Kantor DISDIKBUD Provinsi 

Jawa Tengah yang perlu ditingkatkan. 

2. Tujuan untuk mahasiswa (Tujuan Umum), diantaranya : 

a. Melatih kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, profesionalisme, 

dan bertanggung jawab sehingga mampu untuk bekerjasama antar 

pegawai DISDIKBUD Provinsi Jawa Tengah. 

b. Mendapatkan pengalaman kerja dan wawasan tentang dunia kerja di 

masa kini. 

c. Mengembangkan kemampuan serta keterampilan mahasiswa dalam 

menerapkan teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan ke dalam 

dunia kerja yang sesungguhnya. 
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1.3 Sistematika Laporan 

Terdapat sistematika penulisan laporan magang antara lain : 

  BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang dari topik permasalahan yang diangkat dalam 

laporan mencakup tujuan dan sistematika laporan. 

  BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG 

Pada bagian ini berisi tentang gambaran profil organisasi di DISDIKBUD Prov. Jateng yang 

meliputi struktur organisasi, visi dan misi, jenis pelayanan Bagian Kepegawaian dan aktivitas 

selama magang. 

  BAB III IDENTIFIKASI MASALAH 

Pada bagian ini berisi permasalahan yang diangkat dalam laporan magang tentang tingkat 

kepuasan pengguna layanan Bagian Kepegawaian DISDIKBUD Prov. Jateng. 

  BAB IV KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisi penjelasan teori sesuai dengan topik laporan magang yang mendukung 

tentang tingkat kepuasan pengguna layanan Bagian Kepegawaian. 

  BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi uraian permasalahan dengan menggunakan teori serta memberikan 

pembahasan analisis penulis tentang pelayanan di Bagian Kepegawaian. 

  BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Bagian ini mencakup ringkasan tentang masalah yang dianalisis serta rekomendasi atau saran 

guna memperbaiki organisasi di tempat magang. 

  BAB VII REFLEKSI DIRI 

Pada bagian ini berisi manfaat magang terhadap pengembangan soft-skills mahasiswa, 

mengenali kunci sukses sesuai pengalaman pada saat di lokasi kegiatan magang dan penguraian 

pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya.
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BAB II 

 

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG 

 

2.1 Profil Organisasi 

 

DISDIKBUD Prov. Jateng berlokasi di Jalan Pemuda  No.134, Sekayu, Kota Semarang, Jawa 

Tengah 50132. 

2.1.1 Sejarah singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

DISDIKBUD Prov. Jateng telah melalui transformasi pada rangkaian jabatan dan letak kantor. 

Pada 1982 Departemen DIKBUD Jateng berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro, Semarang 

Selatan merupakan satu-satunya instansi pemerintah bertugas menangani sistem pendidikan, 

Kemudian terdapat Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan terletak di Jalan Pemuda 134 Semarang 

yang juga bertugas menangani Pendidikan di Jawa Tengah. Tahun 2001 muncul kebijakan 

Gambar 2. 1Tampak depan kantor Disdikbud Prov.Jateng 
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pemerintah yang mempersatukan dua instansi pemerintah yang dinamai DISDIKBUD Prov. 

Jateng terletak di Jalan Pemuda no 134, Kota Semarang. Namun penyatuan 2 instansi menjadi 

satu kantor  di Jalan Pemuda 134 tersebut menyebabkan kurangnya ruangan dalam hal 

penampungan pegawai, oleh karena itu DISDIKBUD pula memakai kantor Departemen 

Penerangan yang berlokasi di Jalan Pemuda no 136, Kota Semarang. Dengan terbitnya PP no 8 

tahun 2003 tentang penolakan penyederhanaan susunan organisasi dinas menyebabkan 

perubahan yang terus terjadi sekitar 31 perubahan, yang awalnya DISDIKBUD Prov. Jateng 

menjadi DISDIKBUDPAR Prov. Jateng. DISBUDPAR Jawa Tengah berlokasi di Jalan Pemuda  

No. 136 Kota Semarang, apabila DISDIK Jawa Tengah berlokasi di Jalan Pemuda no 134 

Semarang. Namun ada perubahan tentang struktur organisasi karena munculnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, yang menyatakan bahwa kebudayaan bagian dari instrumen 

pendidikan begitu juga dengan pendidikan bagian dari instrumen untuk pelestarian kebudayaan. 

Oleh karena itu, pendidikan digabungkan dengan kebudayaan. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah koordinasi, meningkatkan keselarasan pencapaian target dan tujuan 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan, memaksimalkan efisiensi anggaran, serta 

menampung aspirasi daerah yang disampaikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah 

terbitnya PP no 18 tahun 2016, DISDIK Jateng telah berubah menjadi DISDIKBUD Jateng 

beralamat di Jalan Pemuda no 134 hingga sekarang. 

2.1.2 Visi dan Misi 

Visi DISDIKBUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Jawa Tengah 

 “Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan” yang 

memiliki makna, 

1. Pendidikan sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua 
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jenjang pendidikan. 

2. Bermutu adalah bentuk pemenuhan standar nasional yang meliputi standar 

isi, standar proses, standar kompetensi lulusan atau alumni, standar sarana 

prasarana atau infrastruktur, standar pembiayaan, standar pendidik serta 

tenaga kependidikan, standar penilaian, dan standar pengelolaan. 

3. Kompetitif berarti dengan pendidikan dapat mengembangkan sumber daya 

manusia dengan pengetahuan yang optimal untuk menunjukkan daya saing 

di era persaingan global.  

4. Berkarakter berarti pendidikan dapat menunjukkan karakter seseorang 

terdidik dan berwawasan kebangsaan, namun tanpa meninggalkan nilai-

nilai luhur kearifan lokal.  

5. Berkeadilan berarti bahwa pendidikan harus menguasai seluruh lapisan 

masyarakat tanpa membeda-bedakan (diskriminasi).  

Misi DISDIKBUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Jawa Tengah 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin PAUDNI non formal dan 

informal (PAUDNI). Misi ini melambangkan  upaya Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah untuk meningkatkan penyediaan layanan pendidikan usia dini 

tingkat kabupaten atau kota yang merata ke seluruh wilayah desa atau 

kelurahan di Jateng. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan pada (DIKDAS). Misi ini melambangkan 

upaya Pemerintah Prov. Jateng dan kabupaten atau kota untuk 

menyukseskan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu di Jawa 

Tengah. 

3. Peningkatan pelayanan (DIKMEN) yang bermutu dan terjangkau bagi 

masyarakat. Misi ini merupakan usaha Pemerintah Prov. Jateng dan 
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kabupaten atau kota untuk melaksanakan Program Pendidikan Menengah 

menyeluruh di Jateng. 

4. Menciptakan pelayanan yang berkualitas secara menyeluruh dan setara pada 

pendidikan khusus (DIKSUS). Misi merupakan wujud dari Pemerintah 

Prov. Jateng dalam mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Khusus 

dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) untuk semua jenjang dan 

penyandang disabilitas di Jateng. 

5. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata. Misi 

ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Prov. Jateng untuk meningkatkan 

kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Jateng.  

6. Merealisasikan penyelenggaran pelayanan pembelajaran yang akuntabel, 

berbudaya serta berkarakter. Misi ini ialah wujud kerjasama dengan 

Pemerintah Prov. Jateng dengan kabupaten atau kota untuk meningkatkan 

layanan pendidikan pada di semua jenjang pelayanan pendidikan secara 

profesional, akuntabel, berbudaya, serta berkarakter di Jateng. 
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Gambar 2. 2 Struktur organisasi Disdikbud Prov.Jateng 

 

2.1.3 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://pdk.jatengprov.go.id/l/struktur_organisasi 

Menurut (Pergub Jateng No. 48 Tahun 2018 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja DISDIKBUD 

Jateng) menjelaskan struktur organisasi DISDIKBUD, diantaranya : 

1. Kepala Dinas 

“Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah.” Dalam pelaksanaan tugas, Dinas melaksanakan fungsi : 

a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan kebijakan di bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, 

pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan 

pendidikan dan kebudayaan. 

b. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada 

seluruh unit kerja di lingkungan dinas. 

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan 

http://pdk.jatengprov.go.id/l/struktur_organisasi
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fungsi. 

Dalam menyelesaikan tugas dan fungsi DISDIKBUD Prov.Jateng, Kepala Dinas dibantu oleh: 

2. Sekretariat 

“Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

dinas.” pelaksanaan tugas pokok beserta fungsinya pada Sekretaris membawahi : 

a. Sub Bagian Program 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas 

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 

f. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus 

g. Bidang Pembinaan Kebudayaan, meliputi bidang Cagar Budaya dan 

Permuseuman Sejarah, Tradisi dan Kesenian. 

h. Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan 

i. Cabang Dinas,Cabang Dinas terbagi menjadi Cabang Dinas Pendidikan  

Wilayah I hingga XIII yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. 

j. UPTD Dinas 

2.1.4 Bentuk Pelayanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Pada penelitian ini penulis berfokus pada permasalahan yang ada di Sub bagian Umpeg 

(Umum dan Kepegawaian). Menurut (Pergub Jateng No. 48 Tahun 2018 mengenai Organisasi 

Dan Tata Kerja DISDIKBUD Jateng) Sub bagian Umpeg (Umum dan Kepegawaian) “memiliki 

tugas dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Umum dan Kepegawaian.” Sub Bagian Umpeg 
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atau yang disebut juga Umum dan Kepegawaian memiliki tugas pokok pelayanan dengan bentuk 

pelayanan administratif yang melayani seluruh tenaga guru (SMA, SMK, dan SLB), tenaga 

kependidikan yang berstatus PNS di Prov Jateng dan pegawai yang berada di DISDIKBUD. 

Pelayanan yang diserahkan kepada penyelenggara pelayanan berbentuk pencatatan, 

dokumentasi, pengambilan keputusan dan kegiatan lainnya yang bentuk outputnya berupa 

dokumentasi atau surat  yang biasa disebut pelayanan administratif.  

Bentuk pelayanan Sub bagian Umum dan Kepegawaian, diantaranya: 

Tabel 2. 1Tupoksi Bagian Kepegawaian Disdikbud Prov.Jateng 

No Jenis 

Pelayanan 

Pengertian 

1 Jabatan 

Fungsional 

Layanan pengajuan guru PNS yang ingin menjadi pendidik. Jabatan 

fungsional ini hanya bisa diberikan kepada guru yang berstatus PNS 

2 Sumpah 

Janji PNS 

Layanan pengajuan sumpah dan janji setia atau ikrar terhadap 

pemerintah untuk mentaati seluruh peraturan perundang- undangan 

dan peraturan pemerintah yang berlaku 

3 Tugas 

Belajar 

Layanan pengajuan pemberian tugas dari pejabat yang memiliki 

kewenangan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi baik itu di dalam atau di luar negeri dibiayai oleh 

negara 

4 Izin Belajar Layanan pengajuan pemberian izin kepada PNS untuk 

mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri 

5 Mutasi Layanan pengajuan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke 

jabatan lain, baik itu pemindahan jabatan yang lebih tinggi ataupun 

jabatan yang lebih rendah 

6 Kenaikan 

Pangkat 

Layanan pengajuan pemberian penghargaan diberikan kepada PNS 

atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap negara 

7 Cuti Layanan pengajuan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka 

waktu tertentu, seperti cuti sakit, cuti besar (naik haji), cuti bersalin, 

cuti alasan penting (keluarga meninggal dunia atau sakit keras, 

melangsungkan perkawinan) 
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8 Pensiun Layanan proses pengajuan yang ditujukan kepada pegawai yang 

sudah tidak bekerja dikarenakan usianya sudah lanjut dan harus 

diberhentikan (Batas Usia Pensiun), keinginan sendiri (Atas 

Permohonan Sendiri), atau keudzuran 

9 Ralat SK Layanan pengajuan pembetulan surat keputusan yang salah, seperti: 

ralat sk kenaikan pangkat, ralat sk pensiun 

10 Kenaikan 
Gaji Berkala 

Layanan pengajuan kenaikan gaji berkala diberikan kepada PNS 

yang sudah mencapai masa kerja yang sudah ditetapkan untuk 

kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 tahun sekali dan sudah 

memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan undang- undang. 

12 Uji 
Kesehatan 

Layanan pengajuan kesehatan jasmani dan rohani dilakukan oleh 

PNS yang sedang sakit dan telah menjalankan cuti selama 1 tahun, 

uji kesehatan ini bertujuan untuk menguji pegawai apakah masih 

bisa bekerja atau tidak. Jika hasil uji kesehatan ini pegawai dapat 

melanjutkan pekerjaannya maka bisa dipindahkan ke jabatan yang 

lebih mudah, jika hasilnya sudah tidak bisa melanjutkan 

pekerjaannya maka diharuskan untuk pensiun keudzuran. 

13 Satya 
Lencana 

Layanan pengajuan penghargaan kepada PNS yang melaksanakan 

tugas menunjukkan kesetiaan, pengabdian, cakap, jujur, dan disiplin 

dengan masa kerja 10 tahun (warna medali perunggu), 20 tahun 

(warna medali perak), dan 30 tahun (warna medali emas). 

Sumber : Bagian Kepegawaian Disdikbud Prov. Jateng 

2.2 Aktivitas Magang 

 Selama magang periode 1 April-15 Juli 2021, penulis melaksanakan kegiatan pelayanan 

administrasi di Bagian Kepegawaian. Sub Bagian Kepegawaian memiliki tugas pokok pelayanan 

bentuk administratif yang melayani seluruh tenaga guru SMA, SMK, SLB dan kependidikan 

yang berstatus PNS di Prov. Jateng serta pegawai yang berada di DISDIKBUD Prov. Jateng. 

Tugas penulis selaku mahasiswa magang memiliki tugas diantaranya: 
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1. Tugas awal diawali dengan melakukan layanan administrasi surat masuk 

Bagian Kepegawaian, pada tugas ini penulis mencatat seluruh surat masuk 

pengusulan baik itu dari pengguna layanan Bagian Kepegawaian atau dari 

bidang yang ada di DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah berdasarkan nomor 

surat, tanggal penerimaan pengusulan, asal surat, perihal surat. Jika itu surat 

dari bagian-bagian yang berada di DISDIKBUD Prov. Jateng maka terdapat 

catatan disposisi dari Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian.

Gambar 2. 3Pelaksanaan kegiatan input surat masuk Bagian Kepegawaian 
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2. Melakukan pengelompokkan surat keputusan Kenaikan Gaji Berkala 

berdasarkan Cabdin I-XIII. Kegiatan ini tidak dilakukan penulis setiap hari 

karena pemberian Kenaikan Gaji Berkala dilakukan setiap PNS yang 

bersangkutan sudah mencapai masa kerja 2 tahun dan telah memenuhi 

segala peraturan yang telah ditentukan. 

3. Melakukan penginputan penempatan Jabatan Pelaksana 

Gambar 2. 4 Pelaksanaan kegiatan input 

Jabatan Pelaksana 
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Gambar 2. 6 Pelaksanaan kegiatan input Sumpah Janji PNS 

 

4. Melakukan penginputan surat keterangan Hukdis (hukuman disiplin) dan Pidana 

5. Melakukan penginputan Sumpah Janji PNS. Penginputan data pegawai yang 

mengusulkan diri dalam Sumpah Janji PNS. Pengertian Sumpah Janji          adalah 

setiap Calon PNS yang akan menjadi PNS wajib dan harus melakukan 

sumpah dan janji setia untuk mentaati segala peraturan sesuai Undang-

Undang dan peraturan pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Pelaksanaan kegiatan input surat Hukdis dan Pidana 
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6. Melakukan penginputan dan pengelompokkan Surat Keterangan Pensiun, 

berdasarkan : 

a. Pensiun batas usia pensiun (BUP) PNS yang harus diberhentikan 

sebagai pegawai PNS dimana umurnya sudah mencapai 60 tahun 

(fungsional), 58 tahun (non fungsional), dan 65 tahun (pengawas 

utama). Untuk mempermudah pengelompokkan dapat dilihat sesuai 

bulan dan tahun keterangan pensiun TMT. 

b. Pensiun Janda atau Duda adalah pensiun yang jika suami atau istri 

PNS yang bersangkutan meninggal dunia, maka surat keterangan 

pensiun dapat diberikan kepada anak, suami atau istri PNS yang 

bersangkutan. 

c. Pensiun keudzuran adalah PNS yang dinyatakan oleh tim penguji 

kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya lagi sebagai PNS. 

d. Pensiun atas permohonan sendiri (APS) adalah PNS yang ingin 

pensiun atas permintaannya sendiri untuk memgakhiri masa 

kerjanya. 
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Gambar 2. 7 Pelaksanaan kegiatan input Surat Keterangan Pensiun 

Jadi, kegiatan penulis selama magang periode April-Juli 2021 adalah membantu melakukan 

jalannya pelayanan administratif khususnya di Bagian Kepegawaian. Tidak semua pekerjaan 

pelayanan diberikan kepada penulis dikarenakan perlu waktu untuk mempelajari standar 

operasional dan tidak semua data dapat dilihat pihak luar yang mungkin dapat menghambatnya 

jalannya pelayanan dan kerahasiaan dokumen. 
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2.2.1 Waktu Pelaksanaan Magang 

 Pelaksanaan magang dilaksanakan penulis dari tanggal 1 April sampai 15 Juli 2021 di 

Bagian Kepegawaian. Waktu pelaksanaan magang menyesuaikan jadwal kerja Kantor 

DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah dengan waktu kerja 5 hari (Senin-Jumat) dengan jam 

operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. 

Tabel 2. 2 Jadwal pelayanan Disdikbud Prov.Jateng 

Hari Jam 

Senin s/d Kamis Pukul 07.00 WIB s/d 15.30 WIB 

Jumat Pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB 

Sumber : http://www.pdkjateng.go.id/l/layanan-ppid-dinas-pendidikan 

http://www.pdkjateng.go.id/l/layanan-ppid-dinas-pendidikan
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BAB III 

IDENTIFIKASI MASALAH 

3.1 Permasalahan 

 Selama periode magang penulis membantu menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan 

oleh pegawai Bagian Kepegawaian dan melakukan pengamatan untuk mengetahui hal-hal yang 

bisa dilakukan untuk bahan penyusunan laporan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Bagian 

Kepegawain antara lain: Jabatan Fungsional, Sumpah Janji PNS, Tugas Belajar, Izin Belajar, 

Mutasi, Kenaikan Pangkat, Cuti, Pensiun, Kasus, Ralat SK, Kenaikan Gaji Berkala, Peninjauan 

Masa Kerja, Uji Kesehatan, Simpeg, dan Satya Lencana. Dalam proses pengamatan, pelayanan 

Bagian Kepegawaian sudah sesuai dengan standar operasional dan peraturan lainnya yang 

ditentukan oleh BKD atau instansi yang terkait. Namun demikian penulis mengamati terhadap 

perilaku pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bagian Kepegawaian belum 

pernah dilakukan penilaian ataupun pengukuran kepuasan pengguna layanan. Penulis 

melakukan diskusi dengan Dosen  Supervisor yang ditunjuk untuk mendampingi penulis selama 

magang selama ini belum dilaksanakan survei yang bertujuan mengetahui tingkat kepuasan 

pengguna layanan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan usulan untuk melaksanakan 

survei dan meminta izin penyebaran kuesioner. Tingkat kepuasan pengguna pelayanan ini 

penting untuk diangkat sebagai masalah yang akan di selesaikan agar dapat diketahui seberapa 

puas pengguna layanan terhadap layanan yang telah diberikan oleh Bagian Kepegawaian serta 

mengidentifikasikan dan menganalisa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan serta 

memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan di masa 

mendatang.  
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 Permasalahan yang diangkat penulis setelah mempertimbangkan masalah- masalah yang 

sering dihadapi oleh Bagian Kepegawaian antara lain: koordinasi dengan pihak terkait, proses 

pelayanan yang telah diberikan, administrasi pelayanan, informasi layanan, dan disiplin pegawai 

yang sejauh ini dapat diselesaikan Bagian Kepegawaian. Untuk itu penulis memilih melakukan 

survei untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan Bagian Kepegawaian 

kepada pengguna layanan pada saat periode magang agar dapat digunakan dan memberikan 

konstribusi yang berguna bagi pelayanan Bagian Kepegawaian di masa mendatang. 

3.2 Batasan Masalah 

1. Penulis memulai pelaksanaan magang pada bulan April-Juli sesuai dengan 

surat izin praktik kerja. Dengan batasan waktu tersebut, penulis 

melaksanakan penyesuaian tugas yang diberikan dan mulai melakukan 

pengamatan dan melakukan pengambilan data berupa penyebaran kuesioner 

setelah mendapat persetujuan dari Kassubag Umum dan dosen pembimbing. 

Proses penyususnan sampai dengan penyebaran kuesioner dimulai dari 

pertengahan April-awal Mei. 

2. Penyebaran kuesioner dilakukan penulis pada bulan Mei-Juni dimana situasi 

masih Pandemi Covid sehingga menyebabkan jumlah pengguna layanan 

tidak seperti hari-hari biasanya. Hal tersebut dikarenakan adanya 

pembatasan mobilitas masyarakat dan membatasi pertemuan fisik antara 

pegawai dan pengguna layanan serta layanan yang dilayani adalah hal-hal 

yang benar-benar urgent. 

3. Dalam penelitian ini penulis menyiapkan 100 kuesioner kepada responden 

yang datang membutuhkan pelayanan. Namun responden yang datang di 
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Kantor dan yang bersedia mengisi kuesioner terhitung 70 orang. Setelah 

diperiksa, terdapat lembar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya di 

kolom identitas responden pada Sub unit kerja dan Jabatan. Untuk menjaga 

kesahihan kuesioner dan dapat dipertanggung jawabkan dipilih 60 lembar 

kuesioner yang data identitas responden lengkap. Kuesioner ini tidak dapat 

diwakilkan karena kuesioner ini disampaikan kepada responden yang 

datang disaat membutuhkan pelayanan.
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BAB IV 

KAJIAN PUSTAKA 

 

4.1 Pelayanan Publik 

4.1.1 Pengertian Pelayanan Publik 

 Setiap orang membutuhkan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda, 

tetapi tentu saja tidak dapat mewujudkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pelayanan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.  Menurut KBBI Online pelayanan adalah 

usaha untuk membantu memenuhi, mempersiapkan, atau memenuhi kebutuhan orang lain, 

sedangkan menurut (Moenir, 2008) pelayanan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung 

secara teratur dah berkesinambungan dalam kehidupan setiap anggota masyarakat. Berdasarkan 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan 

secara rutin atau terus menerus yang memiliki tujuan memenuhi keperluan orang lain. Sebagai 

penyedia pelayanan, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan publik 

yang cepat, akurat, mudah dan berkualitas serta berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan yang 

sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut (Sinambela, 2018) pelayanan   publik adalah suatu 

kegiatan melayani kepentingan orang atau masyarakat yang memiliki keperluan di organisasi 

menurut aturan dasar dan prosedur yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian menurut 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) 

adalah “Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh  penyelenggara pelayanan publik”.  

Berdasarkan pengertian diatas pelayanan publik baik itu pelayanan berupa barang, jasa, maupun 

administratif adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk 
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memenuhi kebutuhan penerima pelayanan atau masyarakat atas pelayanan tersebut.  

4.1.2 Jenis-jenis Pelayanan Publik 

 Menurut (KEMENPAN Negara Nomor 63 Tahun    2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terdapat 3 jenis pelayanan publik, yaitu: 

1. Pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 

terhadap suatu. Dokumen antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte 

pernikahan, Akte kelahiran, Akte   kematian, Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat 

Kepemilikan/Pengusaan Tanah dan sebagainya. 

2. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau 

jenis yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telpon, penyediaan 

tenaga listik, air bersih dan sebagainya. 

3. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa 

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. 

4.1.3 Asas Pelayanan Publik 

 Dalam memberikan pelayanan, penyedia layanan harus menerapkan asas-asas pelayanan 

publik untuk memastikan bahwa pengguna layanan memberikan layanan yang terbaik. Adapun 

asas-asas pelayanan publik dalam (KEMENPAN No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik), yaitu: 

1. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 
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yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

5. Kesamaan hak, tidak diskriminatif yang berarti tidak membedakan suku, 

ras, dan agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik 

harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

4.1.4 Prinsip Pelayanan Publik 

 Untuk menjamin kelancaran dalam memberikan pelayanan, penyelenggara pelayanan 

publik harus memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam (KEMENPAN No. 63 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Umum  Penyelenggaraan Pelayanan Publik), yaitu: 

1. Keserderhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan, kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 

yang mana unit kerja atau pejabat berwenang bertanggung jawab dalam 

penyelesaian keluhan atau sengketa dan menginformasikan biaya yang 

sekiranya dikeluarkan dalam penyelesaian masalah beserta tata cara 
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pembayarannya. 

3. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang ditentukan (sesuai dengan Service Level 

Agreement/SLA). 

4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima secara benar, tepat, dan sah. 

 

5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

serta adanya kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau yang 

ditunjuk, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi komunikasi dan informatika (telematika). 

8. Kemudahan akses, lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta 

dilengkapi dengan sarana pelayanan yang memadai, serta dapat 

memanfaatkan teknologi terkini. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi layanan harus bersikap 

disiplin, sopan, santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
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4.2 Kepuasan Pengguna Layanan 

4.2.1 Pengertian Kepuasan Pengguna Layanan 

 Kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan dijadikan sebagai tolak ukur kualitas 

dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah 

kepada penerima layanan publik dan untuk pengambilan keputusan apakah pemerintah berhasil 

dalam memberikan pelayanan publik. Menurut (Panjaitan & Yuliati, 2016) kepuasan konsumen 

adalah suatu kondisi dimana harapan konsumen  terhadap suatu layanan sebanding dengan 

kenyataan yang diberikan oleh penyedia pelayanan untuk konsumen. Kepuasan pelanggan 

adalah  indikator yang mengukur sejauh mana pengguna produk ataupun jasa suatu perusahaan 

merasa puas terhadap produk atau pelayanan yang diterimanya (Fatihudin, 2019). Berdasarkan 

pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna layanan adalah suatu 

kondisi dimana pengguna layanan merasa bahwa harapannya terhadap  produk atau jasa sesuai 

dengan kenyataan. Menurut (KEMENPAN Nomor 63 Tahun  2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik) menyebutkan bahwa “Ukuran keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan 

penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh layanan  sesuai dengan 

yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh karena itu setiap penyelenggara pelayanan secara berkala 

melakukan survei indeks kepuasan masyarakat”. Dapat disimpulkan semakin baik pemerintah 

dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna layanan, maka 

semakin tinggi kepercayaan yang dimiliki pengguna pelayanan, sehingga kepuasan pengguna 

pelayanan memegang peranan penting. Oleh karena itu kepuasan pengguna layanan dapat 

menjadi pedoman pemantauan untuk meningkatkan pelayanan, salah satu cara adalah 

melakukan survei secara berkala denggan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. 
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4.2.2 Indikator Kepuasan Pengguna Layanan 

Menurut (Fatihudin, 2019) terdapat 5 indikator kepuasan pengguna layanan, yaitu: 

1. Tangible adalah penilaian berdasarkan penampilan fisik atau berwujud, 

diantaranya gedung, kerapian, kebersihan, kenyamanan ruangan, 

kelengkapan fasilitas dan penampilan karyawan. 

2. Responsiveness adalah penilaian berdasarkan kesigapan pegawai atau daya 

tanggap dalam melayani pengguna layanan, kerjasama yang baik, kecepatan 

karyawan dalam  memproses transaksi, penanganan complaint, bersedia 

menanggapi pertanyaan pengguna layanan, memberikan informasi di waktu 

melayani, memberikan pelayanan ekstra, dan keinginan untuk menolong 

pelanggan. 

3. Reliability adalah penilaian berdasarkan kehandalan berdasarkan ketepatan 

pemberian informasi, penanganan konsumen, kemudahan pengguna 

layanan saat pemesanan, memberikan pelayanan sesuai perjanjian, 

penanganan complaint, dan penyediaan layanan sesuai waktu yang telah 

dijadwalkan. 

4. Assurance adalah penilaian berdasarkan jaminan pengetahuan karyawan 

tentang produk yang tepat, memberikan layanan yang adil kepada 

pelanggan, keramahan, perhatian dan kesopanan karyawan selama 

memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, 

kemampuan dalam memberikan keamamanan didalam  memanfaatkan jasa 

yang ditawarkan, dan menumbuhkan kepercayaan pelanggan pada 

perusahaan. 

5. Emphaty adalah penilaian berdasarkan empati karyawan berdasarkan 
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kemudahan dalam  menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan dalam 

berinteraksi dengan pelanggan, dan upaya perusahaan untuk memahami 

keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

4.3 Indeks Kepuasan Masyarakat 

4.3.1 Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat 

 Pemerintah wajib selalu berupaya meningkatkan pelayanan agar mampu menciptakan 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Hal ini dikarenakan fungsi 

utama pemerintah yang melayani masyarakat. Menurut (KEMENPAN Nomor 25 Tahun 2004 

Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah) menyatakan “Indeks Kepuasan Masyarakat ialah data dan informasi terkait tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari  hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas 

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya”. Indeks Kepuasan 

Masyarakat atau Customer Satisfaction Index mampu menetapkan tingkat kepuasan pelanggan 

secara keseluruhan dengan pendekatan yang mempertimbangkan unsur-unsur penilaian dan 

hasilnya berguna untuk tujuan internal perusahaan sebagai peningkatan layanan (Syukri & Ainu, 

2014). Dari utaian diatas disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data,  

informasi, dan opini mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan setelah  menerima pelayanan 

dari instansi pemerintah dan hasilnya dapat menjadi perbaikan pelayanan.  

4.3.2 Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat 

 Tujuan  dari pelaksanaan penilaian menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat menurut 

(KEMENPAN Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum  Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah) adalah “Bagi Masyarakat, hasil Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai menjelaskan kinerja pelayanan unti yang bersangkutan. 
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Bagi penyelenggara layanan, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai pedoman 

dalam memutuskan kebijakan berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kedepannya.”  

 

4.3.3 Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat 

 Manfaat dari pelaksanaan penilaian menggunakan Indeks Kepuasan Masyakat 

berdasarkan (KEMENPAN Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah) antara lain:  

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara 

pelayanan publik. 

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik. 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu 

dilakukan. 

4. Diketahui keseluruhan indeks kepuasan masyarakat secara menyelutuh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah. 

5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan. 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.  

4.3.4 Unsur Penilaian dalam Indeks Kepuasan Masyarakat 

 Untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan di DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah 

khususnya di Bagian Kepegawaian dapat memuaskan pengguna layanan, maka diperlukan 

evaluasi secara berkala yang berpedoman pada  (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) 

namun terdapat penyesuaian sesuai dengan tempat penelitian. Terdapat 9 unsur yaitu: 
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1. Standar pelayanan, penilaian ini dilakukan untuk mengukur kinerja serta 

kualitas pada pelaksanaan pelayanan berdasarkan pada asas dan komponen 

standar pelayanan publik yang telah ditetapkan berpedoman pada Undang- 

Undang atau peraturan pemerintah lainnya. 

2. Sistem informasi layanan, penilaian ini dilakukan untuk mengukur seberapa 

baik penyelenggara pelayanan publik dalam mengelola sistem informasi 

menjadi informasi sehingga masyarakat mudah mengakses informasi 

layanan. 

3. Kompetensi pegawai, penilaian ini dilakukan untuk mengukur seberapa 

kompeten pegawai dalam memberikan layanan berdasarkan kemampuan 

dan keterampilan pegawai dilihat dari pemahaman, kecakapan, dan keahlian 

pegawai. 

4. Sikap pegawai, penilaian ini dilakukan untuk mengukur sikap pegawai 

dalam memberikan pelayanan (kesopanan, keramahan, senyum, sapa, 

salam). 

5. Waktu penyelesaian, penilaian ini untuk mengukur efisien waktu 

penyelesaiaan dalam proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

6. Konsultasi dan pengaduan, penilaian ini untuk mengetahui seberapa baik 

penyelenggara layanan dalam memanfaatkan media konsultasi dan 

penanganan pengaduan dan ditindak lanjuti. 

7. Keamanan, penilaian ini untuk menilai kepuasan keamanan lingkungan bagi 

masyarakat selama pelaksanaan pelayanan publik berlangsung. 

8. Sarana dan Prasarana, penilaian ini dilakukan untuk menilai seberapa baik 

penyelenggara layanan dalam menyediakan fasilitas memadai guna 
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mendukung jalannya layanan, antara lain: parkir, fasilitas ruang 

tunggu,kelayakan fasilitas pengguna layanan berkebutuhan khusus, toilet, 

kantin, toko ATK. 

9. Biaya atau tarif, penilaian ini untuk mengetahui seberapa besar ongkos yang 

dikenakan pengguna layanan dalam mengurus dan memperoleh layanan 

berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan masyarakat. 

Berdasarkan 9 unsur penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, pada unsur penilaian biaya atau 

tarif tidak digunakan dalam penyataan kuesioner karena dalam pelaksanaan pelayanan 

DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah Bagian Kepegawaian tidak dipungut biaya. 

4.4 Metode Pengolahan Data 

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan rata-rata tertimbang dari masing-

masing jumlah unsur. Dalam perhitungan Indeks Kepuasan  Masyarakat (IKM), setiap unsur 

pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan  rumus: 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟
=  

1

𝑋
 

Dugunakan rumus seperti dibawah ini untuk menghitung nilai rata-rata tertimbang: 

  𝐼𝐾𝑀 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖
 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

Untuk memudahkan menafsirkan skor Indeks Kepuasan Masyarakat dari  25 hingga 100 maka 

skor dikonversikan nilai dasar 25 dengan rumus: 

 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝐼𝐾𝑀 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝐾𝑀 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 25 
 

Hasil perhitungan kemudian dapat dikategorikan menurut perhitungan nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat  sebagai berikut: 

Tabel 4. 1Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja 
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Unit Pelayanan 

Nilai 
Persepsi 

Nilai 
Interval IKM 

Nilai Interval 
Konversi IKM 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja Unit 
Pelayanan 

1 1,00-1,75 25,00-43,75 D Tidak Baik 

2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang Baik 

3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik 

4 3,26-4,00 81,26-100 A Sangat Baik 

Sumber: KEMENPAN Nomor 25 Tahun 2004 

Pada penelitian ini menggunakan skala 1-5 dikarenakan apabila hanya menggunakan skala 1-4 

responden merasa bingung jika akan menilai layanan dengan nilai “cukup” karena dalam tabel 

tidak terdapat pilihan tersebut dan terpaksa memilih pilihan “kurang baik” yang mempengaruhi 

penilaian akhir. Oleh karena itu penulis melengkapi dengan skala 1-5 untuk menilai tingkat 

kepuasan masyarakat sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja 

Unit Pelayanan 

Nilai 

Persepsi 

Nilai 
Interval 

IKM 

Nilai Interval 

Konversi IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00-1,80 20,00-36,00 E Tidak Baik 

2 1,81-2,60 36,01-52,00 D Kurang Baik 

3 2,61-3,40 52,01-68,00 C Cukup 

4 3,41-4,20 68,01-84,00 B Baik 

5 4,21-5,00 84,01-100,00 A Sangat Baik 

Sumber: (Narimawati, 2010) 

Dengan menggunakan skala 1-5, interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan  Masyarakat 

sehingga penilaian dikonversikan nilai dasar 20 dengan rumus: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝐼𝐾𝑀 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝐾𝑀 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 20
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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan diantaranya: 

1. Dokumentasi 

Menurut KBBI Online dokumentasi adalah aktivitas mengumpulkan, memilih, mengolah, dan 

menyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi 

data informasi tentang keadaan di Kantor DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah khususnya Bagian 

Kepegawaian, seperti sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi pegawai, struktur organisasi, visi 

dan misi. 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan karakteristik tertentu yang dapat 

dibandingkan oleh teknik wawancara dan survei (Sugiyono, 2016). Observasi ini dilaksanakan 

untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dapat diteliti oleh penulis. 

3. Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner merupakan tata cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengedarkan 

serangkaian pertanyaan atau statement tertulis untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 2016).  

Pengambilan data dalam penelitian ini berpedoman pada Indeks Kepuasan Masyarakat dengan 

karakteristik responden pengguna pelayanan di Bagian Kepegawaian DISDIKBUD Prov Jawa 

Tengah. Pada saat penulis menyebarkan kuesioner, responden berada di lokasi unit pelayanan. 

Kuesioner yang disebarkan adalah untuk menilai kepuasan pengguna layanan berupa pertanyaan 

tertutup yang telah tersedia pilihan jawabannya sehingga memudahkan responden dalam 

memilih jawaban dengan memberikan tanda (), dilengkapi dengan kolom saran agar 
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responden bisa menyampaikan masukan atau saran perbaikan secara tertulis untuk membantu 

Bagian Kepegawaian dalam meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang. Proses 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Accidental Sampling, artinya 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penulis dapat digunakan sebagai sampel jika 

orang yang ditemuinya cocok sebagai sumber data. Kriteria utamanya adalah pengguna layanan 

Bagian Kepegawaian. 

5.2 Jenis Responden Survei 

Survei dilakukan kepada responden yang menggunakan pelayanan Bagian Kepegawaian 

DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 60 responden. 

5.3 Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Kepegawaian DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah pada 

kurun waktu mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 2021. Responden penelitian ini adalah 

pengguna layanan yang datang ke kantor DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah. dan menggunakan 

pelayanan Bagian Kepegawaian. Jumlah responden yang mengisi kuesioner yang sesuai dengan 

karakteristik responden adalah sebanyak 60 orang, terdiri dari tenaga pendidik (Guru) dan 

kependidikan (Tenaga administrasi) dengan  rincian seperti dibawah ini: 

Karakteristik responden berdasarkan jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensiunan 

Terapi Wicara 

Tenaga Adm… 

Kasubag TU 

Kepala Sekolah 

Staf Kepegawaian 

Bendahara 

Pelaksana 

Staf TU 

Guru 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

19 

32 

Jabatan 

Tabel 5. 1 Hasil responden berdasarkan jabatan 
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Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan tabel diatas, bila dikelompokan menurut jabatan ditemukan bahwa jumlah 

responden terendah adalah jabatan kependidikan (Tenaga administrasi) yaitu Bendahara, Staf 

kepegawaian, Kepala Sekolah, Kepala Bagian Tata Usaha, Tenaga administrasi, Terapi wicara, 

dan Pensiunan masing-masing sebanyak 1 orang. Sedangkan jumlah responden tertinggi adalah 

pada Jabatan Pendidik (Guru) yaitu sebanyak 32 orang. 

Karakteristik responden berdasarkan sub unit kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan tabel diatas, bila dikelompokkan menurut sub unit kerja ditemukan bahwa jumlah 

responden terendah terdapat pada SLB, Diksus, Sekretariat, dan Luar Disdikbud masing-masing 

sebanyak 1 orang. Sedangkan, jumlah responden tertinggi adalah SMA sebanyak 28 orang. 

 

 

 

 

 

 

Luar Disdikbud 1 

Sekretariat 1 

Diksus 1 

SLB 1 

Cabang Dinas 4 

SMK 24 

SMA 28 

Sub Unit Kerja 

Tabel 5. 2 Hasil responden berdasarkan sub unit kerja 
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Karakteristik responden berdasarkan kepentingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan tabel diatas, bila dikelompokkan menurut kepentingan ditemukan bahwa 

kepentingan paling terendah terdapat pada responden  yang mengurus kenaikan pangkat, izin 

belajar, dan ralat SK masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan jumlah responden tertinggi 

adalah responden yang mengurus Jabatan Fungsional (jabfung) sebanyak 30 orang. 

5.4 Hasil Survei 

5.4.1 Standar Pelayanan 

Penilaian standar pelayanan dilakukan untuk mengukur kinerja serta kualitas pelaksanaan 

pelayanan berdasarkan pada asas dan komponen standar pelayanan publik yang telah ditetapkan 

dan kemudahan pengguna layanan dalam mengakses informasi standar operasional pelayanan. 

Berdasarkan pengisian responden pada kuesioner ini pernyataan standar pelayanan hasilnya 

adalah sebagai berikut: 

 

Kenaikan… 

Izin Belajar 

Ralat SK 

2 

2 

2 

Dll 

Tugas Belajar 

Karpeg 

Pensiun 

Mutasi 

Kenaikan Gaji… 

Jabfung 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

30 

Kepentingan 

Tabel 5. 3 Hasil responden berdasarkan kepentingan 
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Tabel 5. 4 Hasil pernyataan standar pelayanan 

No Pernyataan Nilai 

Tertimbang 

Nilai 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja 

1 Penyelenggara pelayanan publik 

bagian kepegawaian memberikan 

standar pelayanan sesuai dengan 

peraturan pemerintah 

0,1642 88,67 A Sangat 

Baik 

2 Prosedur layanan tidak 

terbelit-belit dan mudah 

dipahami 

0,1648 89 A Sangat 

Baik 

3 Pegawai mampu memberikan 

layanan sesuai SOP yang telah 

ditentukan 

0,1667 90 A Sangat 

Baik 

 Rata-rata 89,222 A Sangat 

Baik 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan penilaian responden dari unsur standar pelayanan, secara keseluruhan mendapatkan 

nilai sangat baik dari pengguna layanan Bagian Kepegawaian dengan nilai rata-rata layanan 

89,222. Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bagian Kepegawaian dalam 

memberikan pelayanan telah sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan oleh pengguna 

layanan. Hal ini tercermin dari upaya para pegawai untuk selalu memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi setiap pengguna layanan Bagian Kepegawaian berdasarkan peraturan dan SOP yang 

ada. Alur pelayanan berjalan lancar walaupun ada pegawai yang tidak ditempat karena tugas, 

izin, atau work from home. Pegawai yang hadir bisa melayani untuk menggantikan pegawai 

yang tidak hadir. Hasil survei menunjukkan bahwa para pegawai memiliki kemampuan dan 

pengetahuan standar operasional yang sama, dapat memberikan informasi yang akurat ketika 

ada kesalahan, kekurangan, dan perubahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan 

secara menyeluruh dan teliti serta up to date jika ada perubahan peraturan yang sudah ditentukan 

oleh pimpinan. 
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5.4.2 Sistem Informasi Layanan 

Penilaian sistem informasi layanan dilakukan untuk menilai seberapa baik penyelenggara 

pelayanan publik dalam mengelola sistem informasi sehingga masyarakat mudah mengakses 

informasi penyelenggara pelayanan. Berdasarkan pengisian responden pada kuesioner sistem 

informasi layanan hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 5 Hasil pernyataan sistem informasi layanan 

No Pernyataan Nilai  

Tertimbang 

Nilai 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kriteria 

Kinerja 

1 Tersedia sistem informasi  

pelayanan publik Bagian 

Kepegawaian elektronik/non 

elektronik yang mudah diakses 

0,1525 82,33 B Baik 

2 Mampu memberikan informasi 

terbaru (up date) pelayanan 

publik Bagian Kepegawaian 

0,1611 87 A Sangat 

Baik 

3 Tersedia informasi layanan   

Bagian Kepegawaian 

membahas tentang syarat 

pengajuan layanan 

0,1611 87 A Sangat 

Baik 

Rata-rata 85,444 A Sangat 

Baik 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan penilaian responden dari unsur sistem informasi layanan, secara keseluruhan 

mendapatkan nilai sangat baik (sangat memuaskan) dari pengguna layanan Bagian Kepegawaian 

dengan nilai rata-rata 85,444. Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggara 

pelayanan Bagian Kepegawaian dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan telah sesuai dengan harapan pengguna layanan. Namun demikian 

masih terdapat unsur yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan, seperti tersedianya sistem 

informasi pelayanan publik yang dapat dan mudah di akses secara online (elektronik) maupun 

offline (non elektronik). Kemudahan akses di era digital ini sangat penting karena dapat 



40 
 

mempercepat dan memudahkan pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi 

yang akan menghemat waktu, tenaga dan biaya serta luas jangkauan pelayanan yang harus 

diberikan yang berada dalam satu Provinsi dalam hal ini seluruh Jawa Tengah. 

5.4.3 Kompetensi Pegawai 

Penilaian kompetensi pegawai dilakukan untuk menilai seberapa kompeten pegawai dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan pegawai dilihat dari 

pemahaman, kecakapan, dan keahlian pegawai. Berdasarkan pengisian responden pada 

kuesioner kompetensi pegawai hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 6 Hasil pernyataan kompetensi pegawai 

No Pernyataan Nilai 

Tertimbang 

Nilai 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kriteria 

Kinerja 

1 Pegawai cepat tanggap dalam 

memberikan layanan 

0,1636 88,33 A Sangat 

Baik 

2 Pegawai kompeten dalam 

memberikan layanan 

0,1636 88,33 A Sangat 

Baik 

3 Pegawai bersedia 

mendengarkan keluhan masalah 

dan memberikan solusi bagi 

pengguna layanan 

0,1617 87,33 A Sangat 

Baik 

4 Pegawai memahami semua 

prosedur berdasarkan tugas pokok 

pelayanan yang sudah ditentukan 

0,1623 87,67 A Sangat 

Baik 

Rata-rata 87,917 A Sangat 

Baik 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan penilaian responden dari unsur kompetensi pegawai secara keseluruhan 

mendapatkan nilai sangat baik (sangat memuaskan) dari pengguna layanan Bagian Kepegawaian 

dengan nilai rata-rata 87,917. Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pegawai Bagian Kepegawaian sangat kompeten dalam memberikan pelayanan dan telah sesuai 

dengan harapan pengguna layanan. Hal ini tercermin dari perasaan puas pengguna layanan 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai Bagian Kepegawaian yang memiliki 

kompetensi dan kemampuan melayani dengan cekatan, paham terhadap seluruh standar 
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operasional berdasarkan tugas pokok layanan yang sudah ditentukan oleh pimpinan dan tidak 

segan untuk membantu pengguna layanan jika memiliki kendala atau permasalahan. 

5.4.4 Sikap Pegawai 

Penilaian sikap pegawai dilakukan untuk menilai sikap pegawai dalam memberikan pelayanan 

(kesopanan, keramahan, senyum, sapa, salam). Berdasarkan pengisian responden pada 

kuesioner sikap pegawai hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 5. 7 Hasil pernyataan sikap pegawai 

No Pernyataan Nilai 

Tertimbang 

Nilai 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kriteria 

Kinerja 

1 Selama melayani, pegawai 

bersikap ramah dan menjaga 

sopan santun 

0,1679 90,67 A Sangat 

Baik 

2 Selama melayani, pegawai 

dapat memberikan pelayanan 

dengan adil 

0,1642 88,67 A Sangat 

Baik 

3 Saya merasa pegawai dapat 

bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pelayanan 

0,1648 89 A Sangat 

Baik 

4 Selama melayani, pegawai 

mencerminkan sikap disiplin 

0,1623 87,67 A Sangat 

Baik 

Rata-rata 89 A Sangat 

Baik 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan penilaian responden dari kuesioner unsur sikap pegawai secara keseluruhan 

mendapatkan nilai sangat baik (sangat memuaskan) dari pengguna layanan dengan nilai rata-

rata 89. Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap pegawai Bagian Kepegawaian 

sudah sesuai dengan harapan dari pengguna layanan dalam memberikan pelayanan. Hal ini 

tercermin dari sikap pegawai saat melayani bersikap sangat sopan santun, ramah, dan murah 

senyum, memberikan layanan secara adil atau tidak membeda-bedakan, memiliki disiplin kerja 

yang baik dan bertanggung jawab atas penyelesaian pengusulan pengguna layanan. 
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5.4.5 Waktu Penyelesaian 

Penilaian waktu penyelesaian adalah untuk mengukur efesien waktu penyelesaiaan  dalam proses 

pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Berdasarkan pengisian responden pada kuesioner waktu 

penyelesaian hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 5. 8 Hasil pernyataan waktu penyelesaian 

No Pernyataan Nilai 

Tertimbang 

Nilai 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kriteria 

Kinerja 

1 Penyelenggara melaporkan 

jadwal pelayanan publik secara 

jelas 

0,1512 81,67 B Baik 

2 Pegawai memberikan  waktu 

pelayanan sesuai dengan 

peraturan yang telah 

ditetapkan 

0,1605 86,67 A Sangat 

Baik 

3 Pegawai tidak membuang- 

buang waktu dalam melakukan 

pelayanan 

0,1605 86,67 A Sangat 

Baik 

Rata-rata 85 A Sangat 

Baik 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan penilaian responden dari kuesioner unsur waktu penyelesaian secara keseluruhan 

mendapatkan nilai sangat baik (sangat memuaskan) dari pengguna layanan dengan nilai rata-

rata 85. Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu penyelesaian layanan sudah 

sesuai dengan harapan pengguna layanan. Hal ini tercermin dari tindakan pegawai dalam 

memberikan layanan telah sesuai dengan waktu layanan yang telah ditetapkan dan pegawai dapat 

memanfaatkan tenggat waktu yang diberikan dengan sebaik mungkin agar pelayanan selesai 

tepat waktu. Namun demikian terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk 

meningkatkan pelayanan dimasa yang akan datang yaitu perlu memberikan informasi terkait 

penyelesaian pengusulan pengguna layanan dan melaporkan jadwal pelayanan yang dapat 

memenuhi harapan pengguna layanan. Pelayanan yang diberikan oleh Bagian Kepegawaian 

dalam pelayanan tertentu berhubungan dengan instansi terkait di luar Dinas Pendidikan dan 
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Kebudayaan, misalnya terkait dengan Badan Kepegawaian Daerah atau Sekretariat Pemerintah 

Daerah. Untuk itu responden berharap adanya informasi yang dapat diakses untuk mengetahui 

proses pengusulan telah sampai dimana prosesnya dan kapan pengusulan surat kepentingan 

tersebut selesai. 

5.4.6 Konsultasi dan Pengaduan 

Penilaian konsultasi dan pengaduan adalah untuk mengetahui seberapa baik media konsultasi 

dan pengaduan dapat dimanfaatkan sehingga pengguna layanan dapat dengan mudah 

menyampaikan kritik dan saran. Berdasarkan pengisian responden pada kuesioner pernyataan 

konsultasi dan pengaduan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 5. 9 Hasil pernyataan konsultasi dan pengaduan 

No Pernyataan Nilai  

Tertimbang 

Nilai 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kriteria 

Kinerja 

1 Tersedia sarana konsultasi dan 

pengaduan untuk menyampaikan 

keluhan pengguna layanan bagian 

kepegawaian 

0,1580 85,33 A Sangat 

Baik 

2 Tersedia prosedur pengaduan untuk 

pengguna layanan bagian 

kepegawaian 

0,1549 83,67 B Baik 

3 Penyelenggara pelayanan publik 

bagian kepegawaian mampu 

menyelesaikan 

pengaduan secara cekatan 

0,1580 85,33 A Sangat 

Baik 

Rata-rata 84,778 A Sangat 

Baik 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan penilaian responden dari unsur konsultasi dan pengaduan, secara keseluruhan 

mendapatkan nilai sangat baik (sangat memuaskan) dari pengguna layanan dengan nilai rata-

rata 84,778. Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsultasi dan pengaduan telah 

sesuai dengan harapan pengguna layanan. Hal ini tercermin dari cepatnya respon dari Bagian 

Kepegawaian dalam memberikan penjelasan dan mencarikan pemecahan terhadap 
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permasalahan yang di alami pengguna layanan serta membantu menyelesaikan permasalahan 

yang timbul. Demikian pula bila terdapat hal-hal yang terkait pengaduan terhadap pelayanan 

yang diberikan dengan mencari solusi agar tidak terjadi lagi ketidakpuasan pengguna layanan. 

Namun demikian terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan di masa 

yang akan datang yaitu tersedianya prosedur pengaduan. Meskipun penanganan terhadap 

keluhan telah dapat ditangani, namun pengguna layanan memerlukan informasi dan tata cara 

pengaduan yang jelas bila terdapat keluhan agar dapat tersampaikan dengan baik dan 

mendapatkan jawaban yang tepat. 

5.4.7 Keamanan 

Penilaian keamanan adalah untuk menilai keamanan lingkungan bagi pengguna layanan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Berdasarkan penilaian responden paada kuesioner  keamanan 

hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 5. 10 Hasil pernyataaan keamanan 

No Pernyataan Nilai  

Tertimbang 

Nilai 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kriteria 

Kinerja 

1 Tersedia sistem pendukung yang 

berguna untuk mendukunng 

jalannya keamanan di kantor 

pelayanan 

 

0,1568 84,67 A Sangat 

Baik 

2 Terdapat petugas keamanan di 

kantor pelayanan 

0,1623 87,67 A Sangat 

Baik 

3 Saya merasa di kantor 

pelayanan memiliki lingkungan 

yang aman 

0,1636 88,33 A Sangat 

Baik 

4 Saya merasa pegawai dapat 
menjaga rahasia data pribadi 
pengguna layanan 

0,1605 86,67 A Sangat 

Baik 

Rata-rata 86,833 A Sangat 

Baik 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan penilaian responden dari unsur keamanan secara keseluruhan mendapatkan nilai 
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sangat baik (sangat memuaskan) dari pengguna layanan dengan nilai rata-rata 86,833. Dari 

penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan layanan sudah sesuai dengan harapan 

pengguna layanan. Hal ini tercermin dari rasa aman dan nyaman pengguna layanan ketika datang 

ke kantor dan berinteraksi dengan pegawai dengan sikap professional dalam menjaga 

permasalahan yang terkait urusan pribadi (rahasia). Demikian pula keamanan secara fisik 

terdapat petugas keamanan dan disetiap lantai kantor pelayanan, terdapat cctv untuk keamanan 

di lingkungan kantor, petugas keamanan sangat ramah, sopan dan membantu jika ada kendala 

dalam menemukan tempat pelayanan. 

5.4.8 Sarana dan Prasarana 

Penilaian sarana dan prasarana adalah untuk menilai kelayakan penyediaan sarana prasarana 

berupa fasilitas, tempat, atau perlengkapan yang dapat mendukung pelayanan publik (parkir, 

fasilitas ruang tunggu, kelayakan fasilitas pengguna layanan berkebutuhan khusus, toilet, 

kantin, toko ATK). Berdasarkan penilaian responden pada kuesioner pernyataan sarana 

prasarana dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5. 11 Hasil pernyataan sarana dan prasarana 

No Pernyataan Nilai  

Tertimbang 

Nilai 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kriteria 

Kinerja 

1 Tersedia area parkir yang aman 

dan mudah diakses 

0,1611 87 A Sangat 

Baik 

2 Tersedia sarana prasarana yang 

nyaman dan memadai untuk 

pengguna layanan berkebutuhan 

khusus maupun tidak 

berkebutuhan 

khusus 

0,1611 87 A Sangat 

Baik 

3 Tersedia sarana prasarana 

pendukung pelayanan diantaranya 

toilet, toko ATK dan fotocopy, 

ruang tunggu 

dan nursery 

0,1611 87 A Sangat 

Baik 

Rata-rata 87 A Sangat 

Baik 
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Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Berdasarkan penilaian responden dari unsur sarana dan prasarana secara keseluruhan 

mendapatkan nilai sangat baik (sangat memuaskan) dari pengguna layanan dengan nilai rata-

rata 87. Dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur sarana dan prasarana telah 

sesuai dengan harapan pengguna layanan. Hal ini tercermin dari tersedianya sarana prasarana 

yang memadai seperti toko alat tulis dan fotocopy, toilet, parkir, lift, musholla untuk 

mempermudah dan mendukung semua keperluan pengguna layanan dalam lancarnya proses 

layanan. 

Berdasarkan pernyataan sesuai tabel 5.11 dapat ditunjukkan bahwa DISDIKBUD Prov. Jawa 

Tengah memiliki sarana prasarana yang memadai dengan gambar sebagai berikut: 

1. Tersedia tempat parkir 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Tempat parkir 
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2. Tersedia Toko Atk dan fotocopy 

 

 

 

3. Tersedia ruang menyusui (nursery) dan poliklinik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Toko Atk dan fotocopy 

Gambar 5. 3 Ruang menyusui dan poliklinik 
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4. Tersedia ruang tunggu 
 

 

5. Tersedia Mushola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 4 Ruang tunggu 

Gambar 5. 5 Mushola 
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Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan Bagian Kepegawaian dari 8 (delapan) 

unsur yang disampaikan ke pengguna layanan untuk dinilai, hasil   penilaian dari nilai tertinggi 

sampai dengan terendah adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 12 Ranking unsur pernyataan 

No Pernyataan Nilai Ranking 

1 Standar Pelayanan 89,222 1 

2 Sikap Pegawai 89 2 

3 Kompetensi Pegawai 87,917 3 

4 Sarana Prasarana 87 4 

5 Kemanan 86,833 5 

6 Sistem Informasi Layanan 85,444 6 

7 Waktu Penyelesaian 85 7 

8 Konsultasi dan Pengaduan 84,778 8 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 10) 

Dari ranking tersebut diketahui bahwa unsur Sistem Informasi Layanan, Waktu Penyelesaian 

dan Konsultasi dan Pengaduan merupakan 3 unsur yang memiliki ranking terendah. Berdasarkan 

data-data di atas ke 3 unsur tersebut dapat menjadi perhatian untuk perbaikan dan peningkatan 

pelayanan Bagian Kepegawaian DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah di masa yang akan datang, 

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk unsur sistem informasi layanan, sesuai dengan perkembangan dan 

tuntutan pelayanan publik oleh pengguna layanan di era digital yang 

menuntut layanan serba cepat, praktis dan efisien kiranya perlu untuk 
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merancang dan menyusun sistem informasi layanan secara online 

dilengkapi dengan fitur-fitur pelayanan yang dibutuhkan pengguna layanan. 

Ke 2 unsur lainnya yang mempunyai nilai terendah juga sangat terkait erat 

dengan sistem informasi layanan. 

Menurut (Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2017. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Pelayanan Publik Nasional) menyatakan bahwa “Sistem Informasi merupakan 

rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme 

penyampaian informasi dari penyelenggara  kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk 

lisan atau tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar dan bahasa lokal, serta 

disajikan secara manual ataupun elektronik.” Maksud penyediaan sistem informasi ialah untuk 

memberikan aksesbilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan 

publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik. Begitu juga menurut (Dash & 

Pani, 2016) banyak sekali manfaat jika menerapkan sistem informasi untuk pelayanan, 

diantaranya: 

a. Penyediaan pelayanan secara on-line dapat mengurangi biaya administrasi, relasi, 

dan hubungan yang ditanggung oleh pemerintah dan pemangku kepentingannya 

atau stakeholder.  

b. Dengan Perkembangaan teknologi saat ini, pemerintah dapat dengan mudah untuk 

menciptakan lingkungan bisnis yang positif dengan menyederhanakan prosedur 

administrasi yang dapat mengurangi birokrasi. 

c. Memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat atau bisa dilakukan 

pelacakan online (online tracking) dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi dapat meningkatkan transparansi, pengawasan dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pelayanan pemerintah. 
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d. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, pengguna layanan dapat lebih 

mudah mendapatkan informasi dari penyedia layanan dan dapat mengaksesnya 

24 jam terlepas dari jam kerja pemerintah. Hal ini dilakukan dengan harapan 

dapat memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan.  

e. Salah satu cara pemberdayaan masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat.  

 Berdasarkan penjelasan di atas untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan yang 

lebih baik kepada pengguna layanan, kiranya perlu diusulkan perancangan sistem informasi 

layanan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat dan mudah diakses oleh seluruh pihak 

terkait. Sistem informasi yang telah tersusun disampaikan kepada para pemberi layanan 

maupun kepada pengguna layanan dengan   melaksanakan sosialisasi atau pelatihan tentang 

pentingnya sistem informasi secara online serta memberikan pemahaman prosedur dan tata cara 

penggunaannya. Dengan pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan diharapkan penyelenggara dan 

pengguna layanan mampu memiliki kesadaran pentingnya bekerja sama dalam mewujudkan 

tujuan bersama. Agar stakeholder dan pegawai terbiasa dengan kemajuan teknologi sekiranya 

DISDIKBUD perlu melakukan beberapa upaya, diantaranya : 

a. Menjelaskan kepada pegawai tentang alasan mengapa menerapkan 

teknologi dalam pelaksanaan pelayanan contohnya seperti memudahkan 

proses input dan pelacakan surat pengusulan serta dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat diakses oleh pihak terkait. 

Dengan mengetahui alasan tersebut pegawai bisa memahami dan temotivasi 

untuk belajar menggunakan teknologi. 

b. Memberikan pelatihan atau sosialisasi, pelatihan adalah upaya untuk 
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meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pegawai dalam melakukan 

pekerjaan tertentu. Pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi pegawai 

tentang pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung proses 

pelayanan kepada stakeholder terkait pendidikan di seluruh Provinsi Jawa 

Tengah dan tata cara penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan. 

c. Bekerjasama dengan ahli IT atau programer agar dapat menyusun prosedur 

tata cara yang mudah dipahami semua pihak terkait. 

d. Melakukan evaluasi, tidak semua upaya pemanfaatan teknologi berjalan 

lancar, oleh karena itu setiap proses membutuhkan evaluasi. Hasil evaluasi 

dapat digunakan sebagai bahan perbaikan atau inovasi di masa mendatang. 

Dalam menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah jalannya pelayanan terdapat gap 

antara generasi milenial dan generasi old. Untuk mengatasi gap  tersebut diharapkan pegawai 

memiliki kesadaran tentang bekerjasama antar atasan, rekan kerja, unit kerja, dan stakeholder, 

beradaptasi dengan kemajuan sistem informasi sehingga pegawai diharapkan lebih responsif, 

dan kemauan mempelajari  hal baru seperti teknologi. 

2. Untuk Unsur Waktu Penyelesaian, agar pengguna layanan dapat mengetahui 

sampai dimana proses dokumen yang diajukan dan kapan selesainya, kiranya 

perlu membuat aplikasi tracking online. Dengan adanya  aplikasi tersebut, 

pengguna layanan dapat mengetahui dan memonitor pengusulan, apakah 

sudah diterima oleh pegawai, sudah ada di tahap mana pengusulannya, 

apakah terdapat kekurangan dokumen agar dapat segera melengkapi, dan 

apakah surat pengusulan sudah jadi dan dapat diambil ke kantor. Mengingat 

pelayanan Bagian Kepegawaian DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah 

berhubungan dengan instansi lain dan bertugas sebagai perantara dalam 



53 
 

memberikan pelayanan yang prosesnya berhubungan dengan Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD), Sekretariat Pemda dan dalam urusan 

persetujuan oleh Gubernur Jawa Tengah. Dengan adanya tracking tersebut 

sangat bermanfaat bagi pengguna layanan Bagian Kepegawaian untuk 

menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dengan tersedianya aplikasi online 

tracking yang memanfaatkan penggunaan teknologi dapat memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan serta 

mempercepat pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang 

mudah diakses dan dilacak secara online oleh pengguna layanan. 

Perancangan aplikasi tracking tersebut harus dilengkapi juga dengan 

koordinasi yang baik antar instansi atau pihak terkait hal ini dikarenakan 

koordinasi dan komunikasi menjadi peran penting dalam kegiatan 

administrasi. Namun salah satu kendala saat melakukan koordinasi adalah 

koordinasi dapat terjadi jika pegawai atau pemimpin intansi memiliki 

kesadaran diri sendiri, oleh karena itu  diharapkan pemimpin mengawasi dan 

memberikan pengarahan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan tugasnya 

dengan cepat. Menurut (Hartono, 2016) ada 4 tujuan dilakukannya 

koordinasi, yaitu : 

a. Mengkoordinasikan dan menyatukan semua tindakan dan 

ide untuk mencapai tujuan perusahaan. 

b. Untuk membimbing keterampilan masing-masing pegawai 

ke arah yang sesuai dengan perusahaan. 

c. Untuk menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan 

ataupun pekerjaan yang menumpuk. 

d. Untuk menggabungkan tindakan dan penerapan unsur 
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manajemen ke sasaran oragnisasi atau perusahaan. 

e. Untuk mengindari tindakan tumpang tindih dari sasaran. 

f.  Untuk menghindari tindakan kekeliruan, penyelewengan 

tugas dan sasaran. 

3. Untuk unsur konsultasi dan pengaduan pada sistem informasi layanan, 

kiranya perlu untuk menyusun dan menyampaikan prosedur tata cara 

pengaduan dalam bentuk flow chart yang terpampang di ruangan tunggu 

atau tempat tertentu di lingkungan kantor maupun melalui sarana website 

DISDIKBUD Prov. Jateng, dan melalui kanal pengaduan “Lapor Gan” serta 

menyediakan kotak saran sebagai media apabila pengguna layanan ingin 

menyampaikan pengaduan. Jika belum memiliki kanal konsultasi dan 

pengaduan sebaiknya menyediakan kotak saran. Diharapkan ketika 

pengguna layanan menyampaikan pengaduan atau saran perbaikan Bagian 

Kepegawaian dapat merespon serta menjaga kerahasiaan pelapor tersebut. 

5.5 Kebijakan di Disdikbud Prov.Jateng 

 Setelah konfirmasi kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian penulis mendapatkan 

tambahan informasi bahwa kebijakan terkait masalah Kepegawaian mengacu kepada SOP dan 

kebiasan yang sudah ada selama ini untuk memberikan pelayanan. Kepada pegawai disampaikan 

agar melayani pengguna layanan Kepegawaian dengan sebaik-baiknya antara lain dengan 

melakukan pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan waktu yang ditentukan. Proses dimulai 

pada saat pengguna layanan menyampaikan dokumen terkait urusan Kepegawaian, kemudian di 

adminsitrasikan oleh Sekretaris Kepala Dinas kemudian disampaikan kepada Kasubag Umum 

dan Kepegawaian untuk penugasan kepada pegawai sesuai dengan tupoksinya, namun dalam 

pelaksanaanya belum terdapat waktu layanan yang pasti. Dengan kondisi ini telah dilakukan 
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pengadministrasian pada saat penerimaan sampai dengan pelayanan tersebut selesai dan 

disampaikan pada pengguna layanan. Untuk memuaskan pengguna layanan para pegawai telah 

diarahkan agar secepatnya memproses permohonan dan menyelesaikannya dalam waktu 

secepatnya. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan 

menanyakan langsung kepada pegawai yang ditugaskan untuk menyelesaikannya. 

5.6 Strategi 

Dari penjelasan diatas sekiranya DISDIKBUD menerapkan beberapa strategi untuk 

meningkatkan kepuasan layanan di masa mendatang, antara lain : 

1. Memperbaiki dan menerapkan SOP dengan menambahkan waktu layanan 

2. Memberikan pelatihan kepada para pegawai untuk melayani dengan baik 

3.  Menerapkan disiplin pegawai dalam memberikan layanan, kerjasama, 

koordinasi dengan pihak terkait 

4. Menyusun aplikasi untuk mendukung pelayanan 

5. Mengusulkan untuk adanya bagian yang khusus menangani sistem 

informasi 

6. Mengusulkan untuk membentuk unit kepatuhan internal untuk mengawasi 

layanan sesuai dengan SOP 

7. Menerapkan reward and punishment dengan pemilihan pegawai teladan 

agar memberikan motivasi dan penghargaan kepada pegawai yang 

menyelesaikan tugas dengan baik.
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BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat oleh responden, 

maka diperoleh angka Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diberikan 

oleh Bagian Kepegawaian DISDIKBUD Prov.Jawa Tengah secara 

keseluruhan mendapatkan nilai sebesar 87,012, terletak pada interval 84,01 

– 100 dengan  kualitas pelayanan publik dengan nilai ”A” Sangat Baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Bagian Kepegawaian 

DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah dikategorikan sangat memuaskan. 

2. Berdasarkan 8 unsur pelayanan yang diteliti, Standar Pelayanan yang 

mendapatkan nilai indeks tertinggi dengan nilai IKM 89,222 dengan kriteria 

kinerja unit pelayanan sangat baik. Sedangkan unsur yang mendapatkan 

nilai terendah adalah unsur Konsultasi dan Pengaduan dengan nilai IKM 

84,778 dengan kriteria kinerja unit pelayanan sangat baik. 

3. Standar Pelayanan DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah Bagian Kepegawaian 

memiliki nilai IKM sebesar 89,222 artinya kriteria kinerja unit pelayanan 

sangat baik. 

4. Sistem Informasi Layanan DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah Bagian 

Kepegawaian memiliki nilai IKM sebesar 85,444 artinya kriteria kinerja 

unit pelayanan sangat baik. 
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5. Kompetensi pegawai DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah Bagian 

Kepegawaian memiliki nilai IKM sebesar 87,917 artinya kriteria kinerja unit 

pelayanan sangat baik. 

6. Sikap pegawai DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah Bagian Kepegawaian 

memiliki nilai IKM sebesar 89 artinya kriteria kinerja unit pelayanan sangat 

baik. 

7. Waktu penyelesaian DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah Bagian Kepegawain 

memiliki nilai IKM sebesar 85 artinya kriteria kinerja unit pelayanan sangat 

baik. 

8. Konsultasi dan Pengaduan DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah Bagian 

Kepegawaian memiliki nilai IKM sebesar 84,778 artinya kinerja unit 

pelayanan sangat baik. 

9. Keamanan DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah Bagian Kepegawaian memiliki 

nilai IKM sebesar 86,833 artinya kinerja unit pelayanan sangat baik. 

10. Sarana dan Prasana DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah Bagian Kepegawai 

memiliki nilai IKM sebesar 87 artinya kinerja unit pelayanan sangat baik. 

6.2 Rekomendasi 

Meskipun berdasarkan hasil observasi dan survei pelayanan pada Bagian Kepegawaian 

DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah telah mencapai hasil penilaian sangat baik, namun masih 

terdapat ruang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan agar pelayanan yang sudah dapat 

penilaian sangat baik dapat dipertahankan dan di masa yang akan datang pelayanan dapat 

ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Area perbaikan terutama dapat difokuskan pada hasil survei 

yang menunjukkan nilai ranking 3 unsur terendah pada penyelenggara pelayanan Bagian 

Kepegawaian yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu: 
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1. Melakukan penilaian berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara 

berkala 1 tahun sekali. Kegaiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi unsur pelayanan apa yang sekiranya perlu untuk diperbaiki serta 

mengetahui langkah apa yang harus dilakukan sehingga meningkatkan kepuasan 

pengguna layanan di masa mendatang. 

2. Melakukan inovasi layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga 

dapat mempercepat proses layanan. 

3. Sistem Informasi Layanan, Bagian Kepegawaian belum memiliki sistem informasi 

layanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi guna mempermudah dan 

mempercepat jalannya pelayanan serta mudah di akses oleh pengguna layanan. 

Perlu bagian atau personal yang membidangi tata kelola sistem informasi di 

DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah untuk menyusun dan merancang fitur-fitur 

pelayanan dan informasi yang menjadi tugas pokoknya secara on line dan 

mencantumkan pada website resmi yang telah  ada. 

4. Waktu penyelesaian, Bagian Kepegawaian belum memiliki standar waktu 

penyelesaian layanan sehingga tidak ada kepastian waktu penyelesaian terutama 

pada pelayanan yang melibatkan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) dan Sekretariat Pemda Jawa Tengah. Hal ini sangat dirasakan, 

terlebih dimasa pandemi Covid-19 yang sebagian pegawai diharuskan untuk work 

from home. Para pengguna layanan kesulitan dalam melakukan komunikasi yang 

harus berkunjung ke kantor, sedangkan dikantor berlaku pembatasan kunjungan 

terutama bagi pengguna layanan luar kota Semarang. Dengan adanya 

permasalahan tersebut kiranya perlu untuk membuat aplikasi tracking on line yang 

akan membantu dan memudahkan pengguna layanan mengetahui proses dokumen 

sekaligus melakukan monitoring. Pembuatan tracking online bisa seperti yang 
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telah dibuat oleh online shop (e- commerce). Pada online shop (e-commerce) 

tersedia monitoring pengiriman barang dari proses pembayaran sampai dengan 

barang diterima konsumen. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 

menghemat waktu, tenaga dan biaya. 

5. Konsultasi dan pengaduan, Sesuai dengan (Perpempan RB Nomor 15 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Standar Pelayanan) bahwa setiap kantor penyelenggara 

pelayanan diharuskan untuk memiliki kanal konsultasi dan pengaduan dalam 

bentuk  kotak saran atau kotak pengaduan, sms, portal pengaduan dalam website, 

dan penyediaan petugas penerima pengaduan yang bertujuan untuk membantu 

kantor tersebut dalam menyempurnakan penyelenggaraan layanan. DISDIKBUD 

Prov. Jawa Tengah telah memiliki kanal konsultasi dan pengaduan sendiri maupun 

saran yang disampaikan melalui kanal “Lapor Gan” yang bisa di akses melalui 

internet. Namun demikian terdapat pengguna layanan yang tidak terbiasa dalam 

menggunakan media internet, yang biasanya dalam menyampaikan keluhan dan 

saran menggunakan sarana tulisan di kertas. Untuk melengkapi sarana pengaduan 

yang sudah tersedia kiranya perlu ditambahkan satu sarana lagi yaitu kotak saran. 

Kotak tersebut diletakkan tidak jauh dari ruangan dan di fasilitasi dengan meja dan 

kursi yang nyaman untuk menuliskan keluhan. Agar pengguna layanan merasa 

bahwa keluhan atau saran tersampaikan maka setiap keluhan atau saran di respon 

sebagaimana mestinya. Untuk memperjelas alur konsultasi dan pengaduan di 

pasang pada ruang tunggu maupun ruangan per Bagian ataupun ditempat umum 

yang dilalui pengguna  layanan.
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BAB VII 

 

REFLEKSI DIRI 

 

Selama menjalankan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) penulis 

mendapatkan banyak sekali hal-hal positif dan pengalaman dalam menerapkan serta 

mempraktekan teori yang didapat selama perkuliahan, diantaranya: 

1. Komunikasi, Interaksi dan Kerjasama 

Kemampuan berinteraksi akan berkembang dengan baik bila sering melakukan interaksi. 

Dengan interaksi dan komunikasi yang baik akan saling memahami dan akan memudahkan 

untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan serta menyelesaikan suatu 

permasalahan bersama. 

2. Teori Manajemen 

Selama perkuliahan penulis mendapatkan banyak sekali ilmu tentang Manajemen. Dengan 

melaksanakan kegiatan magang penulis dapat menerapkan beberapa teori manajemen di dalam 

kegiatan magang terutama terkait Sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia sangat 

penting dalam jalannya organisasi dalam mencapai tujuan. 

Pelaksanaan magang dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam pengembangan softskill 

dan jugakekurangan softskill yang dimiliki penulis, diantaranya:
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1. Meningkatkan komunikasi yang baik 

Dengan melaksanakan magang, penulis merasakan pengalaman yang baru, mengenal para 

pegawai dan situasi kantor yang sebenarnya. Penugasan yang diberikan pegawai tentang 

hubungan antara Dinas atau pegawai bagian lain membuat penulis banyak belajar berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait sehingga penulis mampu memahami apa yang 

diinginkan dan tugas untuk diselesaikan dengan baik. 

2. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dan fleksibel dengan perubahan. 

Situasi kerja mengharuskan penulis untuk dapat menyesuaikan jam kerja, peraturan, disiplin, 

prosedur dan hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan penyesuaian cepat penulis dapat 

bekerja dengan maksimal. 

3. Meningkatkan kemampuan bekerjasama 

Penugasan yang diberikan diharuskan untuk berinteraksi, koordinasi, dan kerjasama antar 

pegawai maupun atasan sehingga tugas dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Meningkatkan kemampuan mengelola waktu 

Dalam keseharian melaksanakan magang, penugasan yang diberikan sesuai dengan masalah 

yang masuk pada hari itu yang harus segera diselesaikan serta tugas-tugas lain yang belum 

diselesaikan hari sebelumnya diantaranya input surat keterangan pensiun atau jabatan pelaksana 

sehingga penulis harus dpaat mengelola waktu agar penyelesaian tugas sesuai dengan waktu 

yang sudah ditentukan. 

Pelaksanaan magang juga dapat memberikan manfaat bagi penulis terhadap kemampuan 

kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki penulis, diantaranya: 
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1. Meningkatkan kemampuan dalam berfikir 

Dalam proses magang, penulis melakukan pengamatan dan menggali informasi tentang hal-hal 

yang sekiranya dapat digunakan untuk bahan laporan dan bermanfaat bagi Bagian Kepegawaian 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk perbaikan atau saran agar lebih baik kedepannya. 

2. Meningkatkan kemampuan dalam memahami 

Di setiap pelaksanaan tugas pasti terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat jalannya 

pekerjaan, sama halnya di Bagian Kepegawaian. Penulis mencoba memahami beberapa kendala 

yang menghambat jalannya pelayanan khususnya Bagian Kepegawaian. 

3. Meningkatkan kemampuan dalam mengeksplor 

Setelah melakukan pengamatan, penulis dapat mengidentifikasi apa saja yang perlu dilakukan 

Bagian Kepegawaian sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. 

4. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan (problem solving) 

Setelah melakukan pengamatan, memahami dan mengidentifikasi permasalahan, selanjutnya 

adalah mencari solusi agar pelayanan khususnya Bagian Kepegawaian dapat lebih baik 

kedepannya.  

Dari pengalaman magang penulis maka dapat disimpulkan beberapa faktor kunci kesuksesan, 

diantaranya: 

1. Kemauan untuk mempelajari hal baru 

2. Kemauan untuk meningkatkan kualitas diri 

3. Kecepatan beradaptasi 

4. Fleksibilitas 

5. Bekerjasama 
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Rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya 

 Setelah mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) saya tertarik 

dalam bidang SDM (Sumber Daya Manusia) sebab saya diajarkan berbagai hal tentang ilmu 

Manajemen SDM yang ada di kantor DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah. Rencana untuk 

kedepannya saya ingin bekerja sebagai HRD di suatu perusahaan ternama di Indonesia. 

 Setelah saya mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di kantor 

DISDIKBUD Prov. Jawa Tengah semoga kedepannya membuat sistem elektronik agar lebih 

mudah dalam memberikan pelayanan kepada pengguna  layanan. 
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